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KEPUTUSAI{ XEPAI,A DIITAS LII{GKT'ITGAIT HIDT'P KOTA KOTAMOBAGU
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TENTANG
PEI{Ef,APAN IITDIXATOR KIITER.'A UTAUA

DII|AS LII(GKT'I{GAIT IIIDT'P KOTA KOTAUOBAGU

KEPALA DIIIAS LIT{GKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa'ratur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M'PAN /5/2OO7
ie.rtarrg Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineq'a
Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Keputusan KePala Dinas'

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tentang
Xeuang-an Negara (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

N"g-^ Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104'

rairUafran- lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

ifo*ot zs, rimUarrari I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46141;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
Pembeitukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2007
ilo*o, O, T amUafran Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 2OO9 tentang
eehyaian Pubfk fl,embaran Negara Republik Tahun
2OOg Nomor ll2, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M-PAN /5/2OO7 tentang Pedoman

Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/2OIM.PAN I Ll /2OO8 tentang Pedoman

Petunjuk Penlrusunan Indikator Kineda Utama;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Lingkungan Hidup

Iiot" 
-fot"*obigusebagaimana disebut dalom lampiran

keputusan ini;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

diktum KESAiU merupakan acuan kine{a yang

;;;;"" oleh untuk menetapkan renc€ula kinerja

taLunan, rencana kerja dan anggaran men5rusun

dokumen penetapan kine{a, menJrusun laporan

,t r"i"Lilu" t itt"4" serta evhuasi pencapaian kinerja

;"*; d"rgrn dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertujuan:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
-' ;rp;;i;6 dah:n menvelenggarakan manajemen

kinerja secara baik'

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
- p"rr"^p"irn suatu tujuan dan- sasaran strategis

Irg..i-"""i yang digunikan untuk .perbaikan 
kineda

di peningkatan akuntabilitas kinerja'

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

dengan ketentuan akan dipeibaiki apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan'

Kotamobagu
Jarrua,i 2o!7

DltetaPkan dt
padataaggal:

KEPALA DINAS GKUNGAN HIDUP

DR. ALE:X G. sP. M.Si

PE!ilBINA UTAMA MUDA
xIP. 19680424 199603 1fi)8

MEMUTUSKAN:



TANGGAL :

Instansi

Tugas

Fungsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA KOTAMOBAGU

Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang
Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Otonomi dan T\rgas

Pembantuan

1. Perumusan Kebijakan Tel'mis di Bidang Lingkungan Hidup

2, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan

Umum di Bidang Lingkungan HiduP

3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas di Bidang

Lingkungan HiduP
4. Pelaksanaan Tugas l,ain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan Tugas dan Fungsi.

KEPALA DINAS KT'NGAN HIDUP

DR. ALEK AUNG. sP. M.Si
PEUBINA UTAfrIA MUDA

NrP. 19680424 199603 1008

SASARAN

STRATDGIS
No.

(3)1 )(

l.Persentase PelaYanan

Sampah Perkotaan
Pengangkutan

Pengelolaan Pengurangan

ah Melalui 3R (Reduce, Reuse, RecYcle)
1. Persentase

Samp

Meningkatnya
Pengelolaan
Sampah
Perkotaan

1

1. Persentase Temuan BPK / InsPektorat Yang

. Persentase Penurunan
Inspektorat

Temuan BPK /

2 Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabiltas
Kinerja Btokrasi

INDIKATOR KINTR^'A

t2l
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